BAB III

DATA HASIL PENELITIAN

1.1 Tinjauan Umum
3.1.1 Sejarah Singkat PPDIA

Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran yang kita kenal merupakan
nama terakhir yang disandang oleh instansi yang bernaung di bawah Departemen
Keuangan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jendral Keuangan.
Diawali sejak penyerahan kedaulatan Republik Indonesia dari pemerintahan
Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, maka Indische Pensioenfonsen
beserta seluruh kekayaannya yang semula dikelola oleh pemerintah Belanda
dialihkan ke pemerintah ~ Republik Indonesia dan diganti menjadi I.)ana
Pensioenfonsen Indonesia.

Diantara kekayaan pensioenfonsen yang diserahkan pada waktu itu bukan
hanya gedung kantor yang kita kenal dengan nama DWI WARNA, tetapi
termasuk rumah-rumah dinas yang tersebar di kota Bandung dan kota-kota di
pulau Jawa.

Dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 15 Oktober 1955 No.
18/560/UP, dibentuklah Kantor Pusat Pensioen Sipil (KPPS) yang berkedudukan
di Jalan Diponegoro No. 59 bandung.

'Adapun tugas-tugas Kantor Pusat Pensioen Sipil adalah :
|. Melaksanakan tugas Menteri Keuangan sebagai “Ordonatuer” dan

“mvordering ambtenar” mengenai pensioen atau onderstand untuk sementara
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di wilayah pembayaran yang meliputi seloruh Jawa, Sumatera dan

Kalimantan.

2. Menyelesaikan urusan kekayaan aktif pasif dari dana-dana yang ditetapkan
dalam undang-undang No. II tahun 1956 (LN No0.23/1956).

Mengingal tugas tersebut cocok apabila dikelola oleh Djawatan
Perbendaharaan Negara dan Biro Keuangan dari pust departemen, maka tugas
tersebut diseralikan kepada :

a. Djawatan Perbendaharaan Nagara dan Kas Negara sepenjang mengenai tugas
Menteri Keuangan sebagai Ordonatenr dan invodering ambtenaar.

b. Biro Urusan Keuvangan dari Pusat Departemen sepanjang mengenai
penyelesaian urusan kekayaan aktif pasif dari dana-dana vang ditetapkan
dalam UU No. 1T tahun 1936.

Pengalihan tugas tersebut maka Kantor Pusat Pensioen Sipil diubah menjadi
Eantor Pusat Pembayaran Pensicen dikeluarkan Surat Keputusan Menteri
Keuangan tanggal 21 Juni 1960 No. 72689/B.U.U.X dan ditunjuk untuk
melaksanakan tugasnya tersebut.

Kantor Pusat Pembayaran Pensioen melaksanakan tugasnya sampai tanggal 1
April 1971 karena tanggal itu dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No.
026-5-15/DD, Kantor Pusat Pembayaran Pensioen dinyatakan bubar, sementara
hal-hal yang mengenai gedung kantor, personalia dan inventaris diserahkan
kepz'lda Direktorat Perbendaharaan Negara dan Tata Laksana Anggaran untuk
kemudian diatur mengenai penggunaaunnya.

Menyusul kemudian Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 1 April

1971 No. 026-5-16/d yang menetapkan kantor baru dan diberi nama Kantor Pugsat
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Adminisirasi Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP) yang berkedudukan di Gedung
Dwi Wama, Jalan Dipenegoro No. 59 Bandung.
Tugas-tugas pokok Kantor Pusat Belanja Pegawai/Pensiun (KPABPP) adalah
sebagai berikut :
1. Menjaga Fetertiban dalam penyelenggaraan administrasi uang pembayaran
negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada belanja

pegawal/pensiun.

o

Melaksanakan penatausahaan yang menjamin ketertiban dalam pelaksanazs
pemblayasn negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada

beianja pegawai/pensiun.

)

Menyusun data-data kevangan sebagal sumbangan vntuk penelitian realisasi
a 3 = 2 1 = 1

Anggaran Negara sepanjang mengenai pengeluaran yang dibebankan kepada
belanja pegawai/pensiun.

Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Direktur Perbendaharaan

i

Negara dan 'Tata Laksana Anggaran,

Tugas-tugas tersebut di atas dilaksanakan oleh Kantor Belanja Pegawai atan
Pensiun hingga tahun 1975 dan berakhir dengan keluarnya Surat Keputusan
fenteri Keuangan tanggal 17 April 197 No. 405/KMK//1975. Dengan surat
keputusan tersebut KPBPP diintegrasikan menjadi Sub Direktorat Pengumpulan
Data dan berada di bawah Direkiorai Tata Usaha Anggaran.

56113&11 meningkatnya beban kerja dan perkembangan sistem pegolahan data
di Departemen Keuangan, maka dianggap perlu untuk meningkatkan kembali
status SDPD memadi KPPDIA (Kantor Pusat Pengolahan Data dan Informasi

Anggaran). Hal ini diwujudkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan
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tanggal 5 Nopember 1984 No. 1188/KMK.01/1984 yang disempurnakan dengan
Sural  Keputusan Menteri Kevangan tanggal 5 Agustus 1986 No,
650/KMIL.01/1986 tentang penyempurnaan organisasi dan f{afa kerja Pusal
Analisa Informasi Keuangan, KPPDTA. F.PDIP, dan KPDIBC.

KPPDIA adalah unit pelaksana teknis di bidang pengolahan data dap
informast angearan yang berada di lingkunean DIA dan berta angeung jawab
langsung kepada Direktorat Jendral As \ggaran.

Adapun tugas KPPDIA adalah meaks anakan pengolahan data dan informasi
anggaran berdasarkan kebijakan teknis vang ditetapkan oleh Direktorat Jendrai
Anggaran,

Berdasarkan Keputusan Menteri Fevangan tanggal 9 April 1990 No.
4487EMEV01/1990 tentang organisasi dan fafa keria PPDIA. nama KPDIA diubah
menjadi Pusat Pengolahan Data dan Infomasi Anggaran. PPDIA mempunyal
tugas - melaksanalkun pengolahan data dan penyajian informasi anggaran dalam
rangka pelaksanaan tugas pokok Direldorat Jendral Anggaran (DJA).

Deinikianlaly sejarali singkat terbentuknva Pusat Pengolahan Data dan
Informasi Anggaran yang meruy pakan Kantor Pusat yang berkedudukan di Jalan

Diponegoro No, 59, Telp. 707846,70748, fax. 70748, Bandung,

3.1.2 Tugas Pokok PPDITA

Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 83K MEL.01/1988, dinyatakan
babwa Manfor Pusat Pen ngelahan Data dan Informasi Anggaran berkedudukan
sebagai unit pelaksana teknis di lingknngan Direktorat Jendral Anggaran yang

melaksanakan tngas pokok sebgai berikut
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“Kanior Pusal Pengolahan Data dan Informasi Anggaran mempunyai fugas

melaksanakan pengolahan data dan informasi anggaran berdasarkan

kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jendral Anggaran™.

Dari tugas pokek tersebut, dalam pelaksanaannya dijabarkan menjadi beberapa

fungsi yaitu

[

2

ted

L]

10,

Melaksanakan penyusunan rencana dan pengembangan suatu  informasi
anggaran sejalan dengan rencana sistem informasi keuangan yang digariskan
unituk Departemen Keuangan,

Melaksanakan penyususan perumusan sasaran  dan perencanaan  sistern
mformasi dan aplikasi.

Melakukan pengolahan data masulan untuk menghasilkan dats keluaran vang
diperlukan dalam pelaksanaan fugas pokok Direkioral jendral Anggaran.
Pembinaan dan pengembangan standar dan metode, sistem software data base
dan teknologi komputer.

Pembukuan dan penyesuaian bentuk laporan dan informasi vang diperlukan
oleh pimpinan di lingkungan Direktorat Jendral.

Hoerdmast, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan data unit kerja
di lingkungan Direktorat Jendral.

Pengurusan Rekonsiliasi data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
FKoordinasi, bimbingan dan pengendalian pengolahan data unit kerja.
i\vielfﬂ{ﬂmlakaﬂ_\ menyediakan, menyajikan dan melayani informasi bagi
pimpinan dan unit lain di lingkungan Direktorat Jendral Anggaran.
Melaksanakan koordinasi, bimbingan dan pengendalian kegiatan pengolahan

data oleh unit kerja di lingkungan Direktorat Jendral Anggaran,
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11. Melaksanakan vrusan tata nsaha dan runah tangga.

3.1.3 Struktur Organisasi PPDIA

Struktur organisasi merupakan (ata cara yang mengatur hubungan kerja setiap
pelaksana di mana ditetapkan batss wewenang, tangeune jawab dan tugas-tugs
s ting-1nasig,

Struktur organisasi PPRIA tercantum dalam Swat Heputusan  Menteri
Eeuangan Republik Indonesia pasal 256 BAB I No. 123/KME.01/1995 fangeal
20 Maret 1995 yang berbunyt bahwa struktur organisasi PPDIA terdiri dari ;

I. Bagian Umum

2. Bidang pengembangan Sistern Aplikasi dan Prooram

]



STRUKTUR ORGANISASI
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PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI ANGGARAN

PPDIA
BAGIAN
UMUM
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
KEPEGAWAIAN KEUANGAN RUMAH TATA USAHA

BIDANG
PENGEMBANGAN
SISTEM APLIKASI DAN
PROGRAM

BIDANG OPERSIONAL
KOMPUTER

KELOMPOK
TENAGA
FUNGSIONAL
KOMPUTER

SEKSI PENYUSUNAN
JADWAL KERJA

SEKSI
PEREKAMAN

SEKSI OPERASI
KEPUSTAKAAN DAN
FILE

SEKSI DUKUNGAN
TEKNIS DAN
KOMUNIKASI

“'D'\S'ETT\ ESS“"]’AN BIDANG REKONSILIASI
i APBN
PELAYANAN
INFORMASI
SEKSI SEKSI
| DMK I — REKONSILIASI APBN |
SEKSI SEKSI
— DMK II — REKONSILIASI APBN II
SEKSI SEKSI
= DMK 1 ™| REKONSILIASI APBN III
SEKSI PELAYANAN SEKSI
1 DAN PENGAMANAN - REKONSILIASI APBN 1V
INFORMASI

SUBBAGIAN




3.1.3.1 Kondisi Pegawai
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Sumber daya manusia merupakan kunci keberhasilan dalam menunjang

pencapaian tujuan dan tugas PPDIA. Secanggih apapun peralatan yang digunakan

dan sebaik apapun tujuan organisasi yang direncanakan, tanpa dukungan sumber

daya manusianya maka tujuan tersebut akan sulit terlaksana.

Sumber daya atau kondisi pegawai yang dimiliki PPDIA pada 1 Januari 1998

sebanyak 179 orang. Jumlah tersebut tersebar di ke-5 bidang. Dari ke-179 orang

itu sebagian besar berada di bidang PDPI, sedangkan sisanya tersebar di bidang

yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

KOMPOSISI PENYEBARAN PEGAWAI

BIDANG JUMLAH
PEGAWALI
Bidang Umum Kepala Kantor 1
Kepala Bidang 1
Subbag Tata Usaha 14
Subbag Kepegawaian 7
Subbag Keuangan 4
Subbag Rumah Tangga 6
Bidang PSAP Kepala Bidang 1
Ajun Pranata Komputer 29
Bidang PDPI Kepala Bidang 1
Seksi PPI 11
Seksi DMK | 18
Seksi DMK 11 14
Seksi DMK 111 10
Bidang OK Kepala Bidang 1
Seksi PJK 8
Seksi Dukungan Teknis 6
Seksi OKKP 5
Seksi Perekaman Data 13
Bidang Kepala Bidang 1
Rekonsiliasi
Seksi Rekonsiliasi | 8
Seksi Rekonsiliasi 11 7
Seksi Rekonsiliasi 111 6
Seksi Rekonsiliasi IV 7
JUMLAH 179
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Dari jumlah tersebut yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian
pengolahan data realisasi anggaran belanja negara yaitu 140 orang dengan
perincian sebagai berikut :

Tabel 2

KOMPOSISI PEGAWAI YANG TERLIBAT LANGSUNG
ANGGARAN BELANJA NEGARA PENGOLAHAN DATA REALISASI

BIDANG JUMLAH
PEGAWAI
Bidang Umum Kepala Kantor 1
Kepala Bidang 1
Subbag Tata Usaha 14
Jumlah 16
Bidang PSAP Kepala Bidang 1
Ajun Pranata Komputer 29
Jumlah 30
Bidang PDPI Kepala Bidang 1
Seksi PP1 11
Seksi DMK 1 18
Seksi DMK II 14
Jumlah 44
Bidang OK Kepala Bidang 1
Seksi PJK 8
Seksi OKKF 5
Seksi Perekaman Data 13
Jumlah 27
Bidang Kepala Bidang 1
Rekonsiliasi ;
Seksi Rekon [ 8
Seksi Rekon I1 7
Seksi Rekon 111 7
Jumlah 23
JUMLAH 140

Sumber : PPDIA Bandung

3.1.4 Tugas dan Fungsi Bidang-Bidang di PPDIA
1. Bagian Umum
Tugas : Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan tata
usaha.
Fungsi :

a. Pengurusan Kepegawaian
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b. Pengurusan Keuangan

¢. Pengnrusan Rumah Tangga

d. Pengurusan Tata Usaha

Bidang Penigembangan Sisten Aplikasi dan Program

Tugas  © Melaksanakan penyusunan  pengolshan  data, pengembangan,
perumusan sazaran dan perancanesn aplikasi serta membuat program
komputer.

Fungsi ;

i Pengumpulan  da

ia, penyusunan VOeNCH, Peruiusan  sasaran dan

t
peracangan aphikasi pengolahan data
b. Pengembangan pengolahan data dug sisten aplikasi anggaran.

Pembuatan program kKomputer sesuai dengan perincian aplikasi.

2]

Bidang Operasional Fomputer

Tugas : Mengatur arus Kerja pengolahan data, melakukan operast komputer,
perekaman data, pemberian dukungan teknis proses komputerisasi
seita urusan kepustakaan file data

Fungsi ;

a. Pengaturan dan penyesuaian jadwal kerja.

b. Pengurnsan perekaman data.

¢. Pengurusan operasi komputer, kepustakaan file.

d. Pemberian dukungan teknis dan komunikasi data.

Bidang Persiapan Data dan Pelayanan Informasi

Tugas : Melaksanakan penyviapan datamasukan dan keluaran, serta melayani

informasi dan melakukan pengamarian.



Fungsi :
a. Penyiapan dan pemantauan data masukan dan kelnaran.
b. Peoyajian dan pelavanan  kebuinhan  informasi dan  melakukan
pengamanan.
5. Bidang Rekonsiliasi APBN
Tugas : Melakukan rekonsiliasi data anggaran pendapalan dan belanja negara
Fungsi :
3. Pengolahan, evaluasi dan analisa informasi anggaran pendapatan dan
belanja negara.
6. Pengamanan dan inventarisasi laporan APEN,

¢. Pelayanan informasi anggaran.

1.2 Inti Bahasan
3.2.1 Prosedur Pengolahan Data SPM-BELN

PPDIA menerima dokumen dan disket dari KPEN kemudian dokumen dan
disket tfersebut disershkan kepada Bagian Umum (Sub Bagian Tata Usaha)
kemudian dikirim ke Bidang PDP (PDPI) dalam hal ini seksi PPL Oleh bagian
PPI dokumen tersebut setelah diadministrasilkan serta dicek kelengkapannya
kemudian dikirim ke Seksi DME-1 (DME-1) untuk SPM Rutin dan DME-2
untuk SPM Pembangunan (SPM-BLN termasuk SPM Pembangunan), sedangkan
untuk disket dilakukan proses split/perekaman data dan hasilnya berupa digket
dikirim ke Bidang Opersional Komputer (OK) tepatnya di Seksi Data Entry

melalui Seksi PIK (Penyusunan Jadwal Kompter).
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Kemudian oleh Seksi Data Entry data tersebut di Up-loaditransfer data ke
Main Frame. Hasi! Up-load berupa Data Set Sequenthial (DSN) oleh operator
komputer di Validasi/diteliti kebenarannya sekaligus load ke Database (BD2).

Output dari validasi berupa list dan editing melalui Seksi PJK dikirim ke
Bidang PDPI dalam hal ini Seksi DMK-] dan DMK-2. Seksi DME-] atau DME-
2 mengoreksi atan mengecek ke “lengkapan data dengan dokumen serta melaloukan
perbaikan pada data yang masib salah (kotor). Hasil perbaikan data tersebut
difarim ke Bidang OF {Seksi Data Eniry) melalui Seksi PJK. Seksi Data Entry
melakukan perbaikan daig (Master File). Seksi Operasional Fomputer dan
Kepustakaan File melakukan proses validasi ulang, hasiloya dikirim kembali ke
bidang PDPT (Seksi DMIE-1 atan DMK-2) untuk diestal kembali sampai semua
data menjadi bersib dan benar

Dalam suatu periode tertentu Semua data valid serta lengkap), Seksi Operasi
Eomputer dan Kepustakasn File setelal menerima Nota dari Bidang Rekonsiliusi
APBN, melakukan proses Built File Laporan kemudian dilanjutkan mencetak
laporan. Femudian laporan dikirim ke Bidang Rekomsiliasi untuk diperiksa sesuai
dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah laporan benar oleh Bidang OF, dicetak dalam beberapa rangkap
disesuaikan dengan kebutuhan atau Jumlah user yang akan dikirim laporan
terscbul. Laporan yang sudab benar tersebuyt oleb Bagian Umum dalam hal ini
Seksi Taia Usaha dilakukan penjilidan, kemudian dikirim ke user. Disket
Penegasan oleh Seksi Tata Usaha dikirim ke Seksi PPL Seksi PPI melakukan split
data serta hasilnya dikirim ke Seksi Data Enfry melalui Seksi PTE untuk di Up-

load ke Main Frame.



Seksi OKKP melakukan Proses Matching dengan database PPDIA. Hasil dan
pross Matching tersebut akan dikirim ke Seksi DME-1, DME-2, PPI dan Bidang
Rekonsiliasi APBN uniuk diperiksa atau dicek | apabila ada selisih (kurang/lebih)
maka gecara terpadu akan diadakan pemeriksaan terfebih dahulu di intern PPDIA.
Setetah diadakan pemeriksaan dan dinyatakan selisih kurang maka EPEN diminta
untuk mengirim kemball. Untuk selisih lebih, list hasil Proses Matching dikirim
ke BN uniuk diadakan pembetuian atau perbaikan.

3.2.2 Penyajran Laporan di Bidang Rekonsiliasi TV
Proses penvapian laporan mernpakan salah safu hasil akhir dart proses
pengolahan data dalam soatu periode tertentu. Periode tertentu ini ditentukan

berdasarkan tanggal vang felah ditefapkan, vaiin setiap fanggal 10, bulan

berikutnya atau berdaswkan keziapan serta kelengkepan dala yang akan dibuatkan
laporaniya.

Eetentuan tanggal werupakan prioritas vang perfama sedangkan kelngkapai
atan kesiapan data akan ditentukan secara terkordinir antara selurub bagian/bidang
vang akan berkepentingan.

Dimulai dari Bidang Rekonsiliasi mengirimkan nota perminisan untuk
mencetale laporan. Kemudian Bidang Ok setelah menerima notu permintaan
pencetakan laporan kemudian melakukan persiapan nntuk melaksanakan proses
pencetakan laporan fersebut engan tahapan awal melakukan pross Buill File
laporan,

Dari file laporan kemudian dilakukan proses pembualan bentuk/model
telah dilentukan,

laporan vai

o
bard



27

Laporan-laporan yang dihasilkan oleh bagian rekonsiliasi APBN terdiri darni

berb

o

T2

agal model antara lain
Model RAP 21/22AB
Realisasi pengeluaran pembangunan melalui Dit. TUA vang dirinei menurut
lokasi/propinsi
Mode] RAP-MBL 1
Realisast pengeluaran pembangunan melaiui Dit. TUA yang dirinei menurut
departemen/lembaga
Model taporan menurut sektor/subseidor
Dary ketiga contoh mode Iaporan di atas dikirtm setiap buiannya ke Dit. PA L

Di. PA I, Dit TUA, Menlenwasbang, Bappena

o 1 naz, masing-masing departemen,

Bodae] mporan sesual dengan perinintaan user

contoh : Pihak PLN membutuhkan laporan realisasi anggaran pembangunan
khusus berbantuan  luar negeri yang disusun  menumt  jenis
pengeluaran/per MAK (Mata Anggaran pengeluaran).

Adapun salah satu proses penyelesaiannya penyajian model laporan adalah

sebagai berikut :

1. Mengadakn penelitian atau pengecekan atas kelengkapan data yang ada di
kontrol laporan berdasarkan Daftar Penerbitan SPM Dit. TUA yang
diterima dar1 Dit. TUA.

2. Memeriksa ketepalan penetapan kode-kode jenis pengeluaran gesuai

dengan Master Tabe).

Tl

Mengadakan perbaikan apabila diketemukan kesalahan antara lain



4.

o
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Bidang Operasional Komputer sepanjang yang dapat diperbaiki oleh
Bidang Operasi Kompuler, misal kesalabhan proses.

Bidang PSAP terhadap hal-hal yang menyangkut perbatkan program.
Bidang PDPT terhadap perbaikan SPM Dit. TUA.

Mengadakan surat menyurat dengan sumber pemberi data (Dit. TUA)
mengenai kekuangan data dan kelengkapan pengkodeannya.

Kasi Rekonsiliasi APBN IV menerima kembzh kontrol laporan hasil
perbaikan dari Bideng Operasional Fomputer untuk diteliti ulang
kebenarannya.

Bila dinggap benar, konfrol Laporan Realisasi Pembangunan khusus
SPM Dt TUA  tersebut  disampailan  kepada  kepala™ Bidang

Rekonsiliasi untuk difeliti lebih lanjut.

Menyampaikan nota permintaan penggandaan laporan kepada Bidang

Operas Eomputer.

Menyiapkan Surai Pengantar Pengiriman Laporan :

Membuat konsep surat tersebut kepada kepala PPDIA untuk
ditetapkan melaln Kepala Bidang Rekonsiliasi.

Menerima kembali kongep surat tersebut dari kepala PPDIA.
Menerima net surat tersebut kemuodian disampakan kembali kepada
Fepala Fanlor PPDIA, melalul Kepala Bidang Rekonsiliasi APBN
mntuk ditandatangam.

Meneima net surat tersebut ke sub bagian TU untuk dikirim kepada

usernyd.



6. Seksi Rekonsiliasi APBN IV menerima satu set laporan dari Bagian
UMUM untuk pertinggal vang selanjutnya untuk dipakai bahan

perbandingan pengecelan atau Fontrol Laporan Periode berikuinya.

3.2.3 5PM-BLN dar FPYON

Seperli yug telah diuraikan i atas balwa SPM vang berasal dari KPEN

T

mengenal pengedaran SPM-nva pada dassmya sams dengan SPM Mumi vang

tidak berbantnan luar negeri. Telapi dalam SPM KPKN vang dbisyai oleh bantuan
luar negeri mengenal daswr pengedarannya ditambah dengan nama PPHLN
(Pembert Pinjaman/Uibah Loar Negert) alau nama pemberi Loan. Misalnva
nomor register pnjaman, categery dan porsi pimaman {dalam 94).

Jika dalwn SPM Muwmi bebean rekening Fas Negara dilimpahkan kepada
Bank Indonesia Pusal, sedangkan SPM wyang berbantuan luar negeri beban
rekemng Fas Negara dilimpabkan kepada Bank Indonesia Cabang Dasrah yaig
bersanglkutan.

Adapun gambaran tentang rincian SPM sebagai berikut -

1. Dalam satu lembar SPM terbagi dua
a. Lembar Carik
Lembar yang berisi ketentuan-kefentuan Surat Perintah Membayar.
b. Lembuar Giro
Lembar yang berisi ketentuan-kefentuan Surat Perintah Membayar dan
berfungsi sebagai alat pembayaran dan dipegang oleh si penerima SPM
dan hanya lembar pertama (lembar asli) yang sah untuk berlakunya

sebagai alat pembayaran.
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twl
b

Berdasarkan anggaran belanja, SPM terdapat tiga jenis anggaran :

a. Anggaran rutin

Jenmis anggaran uniuk anggaran beianja mitin
Contoh : gaji PNS, alat tuliz kantor, dll.
b, Anggaran Pembasgunan
Jenig angearan untuk engearan belaniz pembangunan,

¥ B
Uk

Jonloh : untuk proyek bantuan dasval atau inpres.
¢. Anggaran Pengesahan atan Penggantian
Jenis  anggaran  sebagai  pengesshanfpertanggungjuwaban  kepada
Hendaharawan Umunm.
Adapun Jenis SPM ada dua :
a. Pengeinaran Anggaran
SPM pengeluaran anggaran dapat berupa SPM Nihil maupun SPM isi.
b. Pengeluaran Transito
Pengeluaran yang belum membebani anggaran.
Sifat Pembayaran SPM ada tiga :
a. Pembayaran UYHD.
t. Peinbayaran tambahan UYHD.
c. Pembayaran Langsung (LS).
SPM berjumlak Lima lembar:
a KTUA (Kantor Tata Usaha Anggaran).

b. Biro Keuangan yang bersangkutan melalui KETUA berikut lampirannya.

c. PPDIA.
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d. Bendaharawan  yang  bersangkutan  gebagai  pengesahan  atau

pertanggungjawaban.

Dasar pengiriman SPM EPKN yaitu berdasarkan pengeluaran belanja, baik
belaija anggaran rutin maupun belanja anggaran pembangunan. Data SPM yang
diterima oleh PPDIA disortir secara seksama, teliti. lengkap serla keakuratan data
bantuan luar negeri. Apaksh data SPM dari KPEN 1ot ada kesalahan pengkodean,
pencantuinan proyek ada atau tidak atsn mungkin kesalshan proses. Setelah data
tersebut dinyatakan lengkap dan akurat baru kemudian diadakan pengolahan data.

Dalam pengolahan data vang nantinya menghasilkan suatu informasi yang

berupa laporan i harvs dapat dikerjakan fepaf wakiu sesuai dengan batas akhir

calcupan data periode pelaporan tertentu.



